
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan 

c. pembiayaan daerah. 

Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab 

melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang 

menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi 

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas 

dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi 

semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan 

surplus. 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek pendapatan. 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, 

jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan 

rincian obyek pembiayaan. 
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Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a 

dikelompokan atas: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. dana perimbangan; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri 

atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: 

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; 

dan 

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha masyarakat. 

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak 

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang 

mencakup: 

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; 

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. pendapatan denda pajak; 

i. pendapatan denda retribusi; 

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. pendapatan dari pengembalian; 

I. fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 

n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

 

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang 

terdiri atas: 

a. dana bagi hasil; 

b. dana alokasi umum; dan 

c. dana alokasi khusus. 
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Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 

a. bagi hasil pajak; dan 

b. bagi hasil bukan pajak. 

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. 

 

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan 

yang mencakup: 

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ 

organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga 

luar negeri yang tidak mengikat; 

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan 

akibat bencana alam; 

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 

d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; 

dan 

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 

 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah 

yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 

internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik 
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dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli 

dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 

 

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada 

SKPKD. 

Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, 

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau 

pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan 

pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD. 

 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, 

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 
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Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum; 

d. perumahan rakyat; 

e. penataan ruang; 

f. perencanaan pembangunan; 

g. perhubungan; 

h. lingkungan hidup; 

i. pertanahan; 

j. kependudukan dan catatan sipil; 

k. pemberdayaan perempuan; 

I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

m. sosial; 

n. tenaga kerja; 

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

p. penanaman modal; 
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q. kebudayaan; 

r. pemuda dan olah raga; 

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. pemerintahan umum; 

u. kepegawaian; 

v. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

w. statistik; 

x. arsip; dan 

y. komunikasi dan informatika. 

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup: 

a. pertanian; 

b. kehutanan; 

c. energi dan sumber daya mineral; 

d. pariwisata; 

e. kelautan dan perikanan; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau 

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan 

dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikiasifikasikan menurut 

urusan wajib dan urusan pilihan. 
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Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan 

keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 

a. pelayanan umum; 

b. ketertiban dan ketentraman; 

c. ekonomi; 

d. lingkungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pariwisata dan budaya; 

h. pendidikan; dan 

i. perlindungan sosial. 

 

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah 

daerah. 

 

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

 

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(2) terdiri dari: 

a. belanja tidak langsung; dan 

b. belanja langsung. 
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Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

 

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. belanja pegawai; 

b. bunga; 

c. subsidi; 

d. hibah; 

e. bantuan sosial; 

f. belanja bagi basil; 

g. bantuan keuangan; dan 

h. belanja tidak terduga. 

 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan 

belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya 

yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan 

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan 
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penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan 

dianggarkan dalam belanja pegawai. 

 

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat 

bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban 

tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 
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Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. 

Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah. 

 

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk 

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok 

utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

 

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk 

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar 

harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 

banyak. 

Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum 

masyarakat. 

Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. 
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Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan 

keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang 

APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan 

kepala daerah. 

 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk 

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada 

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ 

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah 

telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar 

pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut 

tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi 

bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok 

masyarakat/perorangan. 

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah 

telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar 

pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat 

diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 
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Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. 

Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. 

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ 

perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak 

mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 

Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta 

hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan daerah, 

badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan 

dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus 

menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan 

peruntukan penggunaannya. 
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Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam 

upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam 

bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi 

seiuruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan 

minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 

Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. 

 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f digunakan untuk 

menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 

kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 37 huruf g digunakan 

untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari 

provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah 

lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan 

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan 

kemampuan keuangan. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

daerah/pemerintah desa penerima bantuan. 
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Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah 

pemberi bantuan. 

Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 

pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. 

 

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan 

belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 

seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat di daerah. 

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan 

buktibukti yang sah. 

 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dianggarkan pada 

belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi 

hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h 

hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. 

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; dan 

c. belanja modal. 

 

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk 

pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah. 

 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan 

untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintahan daerah. 

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, 

premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan 

dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. 
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Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar 

harga beli/bangun aset. 

Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan 

untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja 

barang dan jasa. 

 

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta 

belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah 

dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. 

Sumber : Permendagri Nomor 13 tahun 2006. 

 

2.1.2.    Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 

bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 
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diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”.  

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal 

ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan 

UU No.33 Tahun 2004) 

2.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-rnasing 

pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan 

kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan 

disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan 

berwenang menjalankan otonomi, seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

(Pasal 10) 
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Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk 

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya 

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

khususnya Pendapatan asli daerah sendiri. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam  mengurus rumah tangganya 

sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah 

untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

 pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan 

makmur. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan  Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 pasal 6, bersumber dari : 

1)   Pajak daerah; 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan kepada 

masyarakat, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 pasal 23 A berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
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keperluan negara diatur dengan undang-undang “. Pungutan daerah berupa pajak 

dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah  telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

tahun 2000. 

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti 

berikut: 

a)    Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai 

pajak daerah; 

b)   Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; 

c)    Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang 

dan/atau peraturan hukum Lainnya; 

d)   Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah 

sebagai badan hukum publik; 

2)   Retribusi daerah; 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang dimaksudkan dengan 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Adapun yang masuk dalam Objek Retribusi pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 adalah : 
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a. Jasa Umum; 

b. Jasa Usaha; dan 

c. Perizinan Tertentu. 

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

oleh pribadi atau Badan. Jasa dalam hal ini terbagi lagi menjadi Jasa Umum dan 

Jasa Usaha. 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau Badan. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 

swasta. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri  pokok retribusi daerah, 

yakni: 

a)    Retribusi dipungut oleh daerah; 

b)   Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang 

Iangsung dapat ditunjuk; 

c)    Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam 

jasa yang disediakan daerah; 
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3)   Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pasal 26 terdiri dari : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; 

dan 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan 

penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah 

dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. 

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada 

pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula 

mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan 

daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua 

kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan 

pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan 

kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, 

dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional 

dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.  
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Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan 

salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi 

pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi 

pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan 

menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan 

daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, 

yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat 

memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan 

fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan 

yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi 

pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. 

Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring 

dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan 

untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila 

profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. 

4)   Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 pasal 26  

yang ayat 4, berbunyi lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak 

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, meliputi: 

a)    Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b)   Jasa giro; 

c)    Pendapatan bunga; 

d)   Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, 

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh daerah 

2.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah 

dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan 

faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut dalam kerangka APBD. 

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan 

daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam 
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mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya 

undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah 

yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, 

terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 

2001:167): 

 Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. 

 Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 

 Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan  

 Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah 

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan 

otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167): 

 Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya. 

 Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan 

wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan 

pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 

masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar balanja 
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yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik 

perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan 

analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan / 

kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22) 

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus 

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan 

keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth 

Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi 

daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169) : 

 Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada 

kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan 

otonomi daerah) 

 Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 

berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 

otonomi. 

 Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, 

mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati 

mampu melaksanakan urusan otonomi. 

 Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada 

karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan 

urusan otonomi daerah. 
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Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan 

tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan 

dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah 

KemampuanKeuangan Kemandirian (%) Pola hubungan 

Rendah sekali 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0%-25% 

25%-50% 

50%-75% 

75%-100% 

Instruktif 

Konsultatif 

Partisipatif 

Delegatif 

  Sumber : Abdul Halim (2002:169) 

Menurut Halim, tingkat kemandirian terdiri dari : 

1. Apabila tingkat kemandirian 0 % - 25 % berarti kemampuan keuangan daerah 

tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada 

pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. 

Pola hubungan : instruktif. 

2. Apabila tingkat kemandirian 25 % - 50 % berarti kemampuan keuangan daerah 

tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang 

dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. 

Pola hubungan : konsultatif. 

3. Apabila tingkat kemandirian 50 % - 75 % berarti kemampuan keuangan daerah 

tersebut sedang, dengan demikian daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya 

mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 

Pola hubungan : partisipatif. 
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4. Apabila tingkat kemandirian 75 % - 100 % berarti kemampuan keuangan 

daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada 

karena benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah. 

Pola hubungan : delegatif. 

 

 

1) Pengelolaan Penerimaan Daerah  

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, 

serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber 

penerimaan dapat diperinci sebagai berikut: 

a.    Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali 

dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari : 

1. Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang 

pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut 

dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dilaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang 

retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribisi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 
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disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan  hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan 

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden 

dan penjualan saham milik daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset 

negara dan jasa giro. 

b. Dana Perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan tersebut saling mengisisi dan melengkapi. Adapun pos-pos dana 

perimbangan tersebut terdiri dari : 

 Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam 

seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas; 

 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU 

No. 33 pasal 1 ayat 2); 

 Dana Alokasi Khusus  adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
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mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23). 

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat 

ditingkatkan antara lain sebagai berikut (dalam Nirzawan, 2001:75): 

a.    Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut : 

 Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, 

tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta 

tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. 

 Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai 

dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. 

 Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan kontinyu 

(berkelanjutan) untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas. 

 Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yng bertugas 

mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas. 

 Memberikan insentif (rangsangan)secara khusus kepada aparat pengelola 

PAD yang dapat melampui penerimaan dari target yang telah ditetapkan. 

 Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi 

kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan. 

 Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya 

penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan 

maupun penetapan pajak dan retribusi daerah. 

b.    Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut: 
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 Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali 

obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada 

retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah. 

 Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan 

peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk 

diajukan perubahan.  

 Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap 

jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk 

dikembangkan. 

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian 

keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, 

misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
    x 100 % 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana 

ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat 

dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.  

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemndirian, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen 
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utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan 

retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

semakin tinggi. 

Parameter daerah otonom yang maju dan mandiri yaitu : 

1. Maju artinya secara time sosial sebuah daerah otonom mengalami kemajuan 

dibanding tahun-tahun sebelumnya, dihadapkan pula pada besarnya anggaran 

negara dan daerah yang telah digunakan. Kemajuan yang diukur mencakup 

indikator-indikator kunci seperti pendapatan per kapita, PDRB, IPM, 

pelayanan publik, daya saing daerah dibidang ekonomi, ketahanan sosial dan 

lain-lain. 

2. Maju dalam artian dibandingkan dengan daerah-daerah yang setara, sesuai 

klasternya (perbandingan dengan daerah lain). 

3. Mandiri dalam arti mampu mengatur dan mengurus sebagian besar urusan 

rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan kontrak sosial yang telah dibuat 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah. 

4. Mandiri dalam arti daerah otonom mampu menyelesaikan sebagian besar 

masalah-masalah setempat, sesuai hakekat otonomi daerah. 

5. Mandiri dalam arti mampu membiayai sebagian besar pengeluarannya dari 

upaya mengembangkan potensi daerah, sehingga ketergantungan dalam bidang 

keuangan pada pemerintah pusat dari waktu ke waktu semakin berkurang. 
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2.1.4. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Tahun Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ester Sri Astuti dan 

Joko Tri Haryanto 

(2006) 

Kemandirian 

Daerah : Sebuah 

Perspektif dengan 

Metode Path 

Analysis” 

Variabel 

dependen : 

Kemandirian 

keuangan 

daerah 

 

Variabel 

independen : 

Pajak daerah, 

retribusi 

daerah, PDRB 

jasa dan bagi 

hasil pajak 

Variabel pajak 

daerah dan bagi 

hasil daerah 

memiliki 

hubungan 

signifikan 

terhadap 

kemandirian 

daerah. 

Sementara 

variabel retribusi 

daerah dan PDRB 

jasa tidak terbukti 

mempengaruhi 

kemandirian 

daerah secara 

signifikan. 

2 Ihyaul Ulum MD 

(2006) 

Analisis 

Hubungan 

Peringkat Daya 

Tarik Investasi 

dengan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Pajak Daerah 

kabupaten/kota di 

Indonesia 

Variabel 

dependen : 

Peringkat daya 

tarik investasi 

 

Variabel 

independen : 

Pendapatan 

asli daerah 

(PAD) dan 

pajak daerah 

Hasil pengujian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan 

“berbanding 

terbalik” yang 

“sangat lemah” (-

0,149) antara 

peringkat daya 

tarik investasi 

dengan PAD dan 

pajak daerah (-

0,207). 

Artinya semakin 

tinggi peringkat 

daya tarik 

investasi suatu 

kabupaten/kota 

maka akan 

semakin kecil 

jumlah PAD dan 

pajak daerahnya. 

Demikian pula 

sebaliknya. 

3 Wiratno Bagus 

Suryono (2008) 

Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Tingkat 

Investasi dan 

Tenaga Kerja 

terhadap PDRB 

Jawa Tengah 

Variabel 

dependen : 

PAD, tingkat 

investasi dan 

tenaga kerja 

 

Variabel 

independen : 

PDRB Jawa 

Tengah 

Berdasarkan hasil 

regresi berganda, 

baik secara parsial 

maupun secara 

simultan tingkat 

PAD, tingkat 

investasi dan 

tenaga kerja 

mempunyai 

pengaruh positif 
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terhadap PDRB 

Jawa Tengah. 

4 Riski Ariyeni (2009) Pengaruh Pajak 

Daerah dan 

Retribusi Daerah 

terhadap 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

pada Pemerintahan 

kabupaten/kota di 

Sumatera Utara 

Variabel 

dependen : 

Kemandirian 

keuangan 

daerah 

 

Variabel 

independen : 

Pajak daerah 

dan retribusi 

daerah 

Secara parsial dan 

simultan pajak 

daerah dan 

retribusi daerah 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

kemandirian 

keuangan daerah. 

5 Lia Wati (2012) Analisis Pengaruh 

Investasi Daerah 

terhadap 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

pada Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung 

Variabel 

dependen : 

Kemandirian 

keuangan 

daerah 

 

Variabel 

independen : 

Investasi 

daerah 

Dari hasil uji 

hipotesis 

diperoleh angka R 

square atau 

koefisien 

determinasi 

sebesar 0,026 hal 

ini berarti 2,6 % 

sumbangan dalam 

variabel investasi 

daerah terhadap 

variabel 

kemandirian 

keuangan daerah 

sedangkan sisanya 

sebesar 97,4 % 

dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain. 

Secara parsial 

investasi daerah 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kemandirian 

keuangan daerah 

karena nilai 

signifikan sebesar 

0,338 (> 0,05). 
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2.1.5. Model Penelitian 

 

 

 

 

Model pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

keuangan daerah 

2.1.6. Hipotesis 

Pendapatan Asli Daerah  (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah dari berbagai   sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk  membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan 

masyarakat, untuk  itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan 

masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli 

Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari 

kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam 

mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk  selanjutnya dapat  memberikan 

masukan terhadap daerah. Peningkatan produksi akan mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah sehingga mampu meningkatkan kemandirian daerah. 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (X) 

  

 

 

Kemandirian Keuangan 

Daerah (Y) 
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Ho : Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

Ha : Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 


